Efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Penanggulangan
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A. LATAR BELAKANG 
Pelayanan kepentingan umum merupakan kewajiban yang telah 
diamanatkan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kepentingan umum erat kaitannya 
dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka 
menyelenggarakan pemerintahan.
1
 Setiap masyarakat tentunya membutuhkan 
pelayanan publik sebagai contoh dimulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, 
kartu tanda penduduk, surat ijin mengemudi, hingga akta kematian. 
Di dalam menjalankan pelayanan tersebut pejabat administrasi 
memiliki kewenangan yang sering disebut dengan diskresi.
2
 Namun ternyata 
adanya diskresi rentan sekali dengan praktik pungutan liar. Pelayanan yang 
berbelit-belit dan tidak efisien juga memicu adanya pungutan liar. Selain  
pejabat administrasi yang melakukan pungutan liar, masyarakat umum juga 
rentan melakukan pungutan liar,  baik yang dilakukan oleh swasta, unsur 
preman, atau masyarakat yang berprofesi lain, hal ini dikarenakan pungutan 
liar telah menjadi budaya di Indonesia.
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Oleh karena itu untuk memberantas pungutan liar, pemerintah 
membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk sesuai 
dengan amanat Peraturan Presiden No.87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas 
Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata 
dalam pemberantasan pungutan Liar oleh pemerintahan Joko Widodo dalam 
rapat koordinasi dengan Gubernur dari seluruh Indonesia di Instana Negara, 
pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016.
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Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar memiliki tugas melaksanakan 
pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, 
baik yang berada di kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah.  Selain 
itu juga mengajak peran aktif masyarakat melalui situs saberpungli.go.id, 
melalui SMS 1193, dan melalui Call center 193, dengan peran masyarakat 
tersebut diharapkan meningkatkan penegekan hukum pungutan liar.
5
  
Namun dalam pembentukan SATGAS SABER PUNGLI ternyata 
menimbulkan pro dan kontra, karena pembentukannya tidak didasari dengan 
undang-undang yang memadai. Tindakan mana saja yang dianggap pungutan 
liar juga belum pasti karena tidak diatur di dalam undang-undang. Selain itu 
dalam kenyataannya dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan 
dengan Ombudsman yang merupakan salah satu lembaga yang memiliki 
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kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayaanan publik.
6
 SATGAS 
SABER PUNGLI juga mengharapkan keikutsertaan masyarakat, namun dalam 
kenyataannya keikutsertaannya sangat sedikit. Dikarenakan banyak masyarakat 
tidak mengetahui bagaimana cara untuk melaporkan adanya pungutan liar. 
Selain itu juga ancaman dari suatu oknum kepada pelapor juga menjadi 
penyebab kurang aktifnya masyarakat untuk berpartisipasi. Seperti yang terjadi 
di Puskesmas Simalingkar, Medan, sebanyak delapan pegawai dimutasi gara-
gara melaporkan adanya pungutan liar. Padahal mereka ingin menunjukan 
kualitas pelayanan Puskesmas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
7
 Hal 
tersebut menunjukan masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan tugas 
penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh SATGAS SABER PUNGLI. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan 
penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS SAPU 
BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DALAM 
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (Studi 
Kasus di SATGAS SABER PUNGLI Kabupaten Karangnyar)” 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar di 
Kabupaten Karanganyar? 
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar dalam penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten 
Karanganyar, berikut Solusinya? 
 
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar di 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar dalam penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten 
Karanganyar, berikut solusinya. 
Sementara itu manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum 
pidana, terutama mengenai efektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan 





pungutan liar, serta dapat memberikan pandangan terhadap 
pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa. 
b. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang telah diperoleh. 
 








Adanya birokrasi yang berbelit-belit, lemahnya pengawasan internal 
dan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat adminsitrasi atau 
aparatur negara menyebabkan adanya tindak pidana pungutan liar.
8
 Oleh 
karena itu masyarakat menuntut terhadap peningkatan kinerja pemerintahan 
khusunya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintahan, agar 
pemerintahan menjadi bersih dan jujur,
9
 maka dibentuklah SATGAS SABER 
PUNGLI yang merupakan kebijakan pelaksanaan reformasi di bidang hukum.  
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Dalam penanggulangan Pungutan liar SATGAS SABER PUNGLI 
meminta keikutsertaan masyarakat dengan melaporkan adanya tindak pidana 
pungutan liar melalui situs saberpungli.go.id, melalui SMS 1193, dan melalui 
Call center 193. Penggunaan teknologi informasi tersebut dirasa efektif dan 
sekarang sangat dominan di dalam penegakan sebuah tindak pidana, hal ini 
berwujud information sharing and establish relevants protocols.
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 Tetapi 
dalam kenyataanya keikutsertaan masyarakat tersebut seakan-akan dihalangi 
oleh pelaku pungutan liar. Masyarakat diancam dengan berbagai alasan dan 
modus, yang menyebabkan mereka tidak melaporkan adanya pungutan liar. 
Selain itu juga ketidaktahuan adanya SATGAS SABER PUNGLI menjadi 
faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas penegakan pungutan liar. 
Belum lagi adanya kemungkinan adanya tumpang tindih dengan 
Ombudsman, dengan demikian harus memperhatikan batas-batas 
kewenanganya. Selain itu juga rekrutmen anggota Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan Liar juga perlu diperhatikan karena dalam praktiknya lebih banyak 
anggota kepolisian yang menjadi anggota. 
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Metode Pendekatan 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan 
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untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu 
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di 
lapangan.
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 Dalam hal ini terkait efektivitas SATGAS SABER PUNGLI 
dalam penanggulangan pungutan liar di Kabupaten Karanganyar. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
deskriptif.
12
 Dengan demikian akan memberikan data seteliti mungkin secara 
sistematis, komprehensif dan menyeluruh tentang efektivitas SATGAS 
SABER PUNGLI dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar. 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dikantor SATGAS SABER PUNGLI 
Karanganyar dan di wilayah hukum Kabupaten Karanganyar, pengambilan 
lokasi ini dengan pertimbangan bahwa adanya sumber data yang 
dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. 
4. Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data primer dan 
sekunder. Adapun penjelasanya sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang berupa fakta atau keterangan hasil 
penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil wawancara 
                                                          
11
Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, hal. 133. 
12





dengan SATGAS SABER PUNGLI dan masyarakat di Karanganyar 
mengenai efektivitas penanggulangan tindak pidana pungutan liar. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari 
bahan hukum primer dan sekunder.
13
 Berikut adalah bahan yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: 
1) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
a. KUHP dan KUHAP  
b. UU No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap 
c. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi   
d. Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia 
e. Peraturan Priseden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  
2) Bahan Hukum Sekunder  
Meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-
literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta hasil penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan Satuan Tugas Sapu Bersih 
Pungutan liar dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar. 
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5. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 
a. Studi Kepustakaan 
Yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-
literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.   
b. Studi  lapangan  
Yaitu dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap 
objek yang akan diteliti guna mendapatkan data primer, dengan cara:  
1) Observasi  
Yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk 
mendapatkan gambaran nyata tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
penelitian. 
2) Wawancara   
Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait, dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 
responden untuk memperoleh jawaban terkait masalah penelitian.  
6. Metode Analisis Data 
Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari data primer 
maupun data sekunder digunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan 
dengan teori yang ada, kemudian dianalisis.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 
metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai 
penanggulangan tindak pidana yang meliputi pengertian dan upaya 
penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana 
pungutan liar yang memuat definisi, jenis-jenis, faktor penyebab, pengaturan 
pungutan liar, Selain itu juga memuat tinjauan umum mengenai SATGAS 
SABER PUNGLI yang meliputi definisi, pengaturan, wewenang, tugas, dan  
keanggotaan SATGAS SABER PUNGLI. 
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat uraian tentang 
efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar di Kabupaten Karanganyar 
dan kendala yang dihadapi oleh SATGAS SABER PUNGLI dalam penegakan 
hukum kasus pungutan Liar di Kabupaten  Karanganyar, berikut solusinya. 
BAB IV Penutup, memuat kesimpulan penelitian dan saran 
Daftar Pustaka 
Lampiran 
 
 
 
 
 
 
